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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.2 Kesimpulan 

       Dalam BAB 1 telah diuraikan permasalahan yang terjadi di Pasar Tanjungsari 

mengenai implementasi PP 46 Tahun 2013 pasal 3 ayat 1, dimana dalam poin 

tersebut dikatakan bahwa pembayaran pajak penghasilan adalah sebesar 1% dari 

omzet. Permasalahan yang ditemui adalah banyaknya ketidaktahuan pedagang 

akan peraturan ini, sehingga masih banyak ditemukan pedagang yang tidak 

membayar pajak penghasilan.  

       Dari analisis yang ada dalam BAB V dapat disimpulkan bahwa dari 100 

orang pedagang yang menjadi sampel penelitian hanya terdapat 26 pedagang yang 

memiliki NPWP. Sebanyak 74 pedagang tidak memiliki NPWP dan 56 

diantaranya merupakan pedagang yang memiliki penghasilan di atas PTKP. 

Dengan demikian ada potensi untuk meningkatkan pendapatan pemerintah 

melalui 56 pedagang ini. Selain itu, pedagang yang memiliki NPWP pun tidak 

melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kepemilikian NPWP hanya 

sebagai sebuah syarat baik itu untuk meminjam dana di Bank, maupun NPWP 

yang sudah dibuatkan oleh tempat mereka bekerja sebelumnya. Pemilik NPWP 

pun tidak semuanya membayar pajak, dari hasil data yang ditemukan di lapangan, 

pedagang yang membayarkan pajak pengahasilan sesuai dengan PP yang berlaku 

adalah toko mas, dimana setiap penjualan tercatat dalam pembukuan dan dapat 

diketahui berapa besaran omzet yang dimiliki setiap bulannya.  



98 
  

 
 

       Tingkat pengetahuan pedagang mengenai adanya PP 46 ini masih dapat 

dibilang sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sosialisasi apapun 

dari dispenda maupun kantor pelayanan pajak mengenai adanya peraturan 

tersebut. Pemerintah masih sulit untuk melakukan sosialisasi kepada pedagang 

pasar, karena kesulitan dalam mengumpulkan target sasaran dan sulitnya akses 

untuk melakukan kegiatan di pasar. Langkah yang sudah dilakukan pemerintah 

adalah dengan memberikan surat panggilan untuk kios-kios yang dirasa masih 

belum mengikuti peraturan yang berlaku, namun terlihat potensi yang besar dalam 

meningkatkan pendapatan pemerintah. Hal ini dianggap cukup efisien, karena 

dengan adanya panggilan tersebut, tingkat kepemilikan NPWP di Tanjungsari 

meningkat. Namun tak jarang di temukan pedagang yang sudah mendapat 

panggilan namun tidak menghadiri panggilan tersebut. 

6.2 Saran 

       Berdasarkan simpulan diatas, saran yang dapat diberikan penulis adalah 

sebagai berikut : 

1. Memberikan sosialisasi kepada pedagang pasar mengenai pajak 

penghasilan. 

Sosialisasi mengenai pajak ini sangat dibutuhkan oleh pedagang di Pasar 

Tanjungsari, mengingat masih rendahnya tingkat pengetahuan pedagang 

mengenai pajak penghasilan. Sosialisasi ini juga berpengaruh pada 

pandangan pedangang mengenai pajak sehingga tidak terjadi salah paham 

mengenai pungutan yang dilakukan pemerintah.  
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2. Mempertegas kebijakan yang telah berlaku. 

Ada baiknya bila peraturan pemerintah ini diberikan beberapa poin sanksi 

bagi pemilik penghasilan yang tidak membayar pajak. Sehingga ada unsur 

ketakutan dalam setiap orang yang memiliki kewajiban membayar pajak 

jika tidak melakukannya. Mengingat dalam peraturan pemerintah ini 

masih belum dijelaskan mengenai sanksi yang ditanggung jika tidak 

mengikuti peraturan yang berlaku. dengan adanya sanksi, wajib pajak jadi 

merasa takut untuk melakukan kecurangan dalam menjalankan 

kewajibannya. 

3. Memfasilitasi pedagang pasar yang berusaha untuk menjalankan kebijakan 

tersebut.  

Fasilitas yang diberikan dapat berupa kemudahan dalam membuat NPWP, 

kemudahan membayar pajak setiap bulannya, diberikan pelatihan 

mengenai pembukuan, bimbingan dari orang-orang pajak dalam 

melakukan penghitungan pembayaran pajka setiap bulannya. Sehingga 

wajib pajak yang akan membayarkan pajak tidak lagi mencari-cari alasan 

untuk tidak membayarkan pajak. Saat ini pemerintah sudah mempermudah 

proses pembayaran pajak dengan tidak lagi harus pergi ke kantor pajak, 

namun bisa melalui kantor pos dan bank yang telah ditunjuk oleh 

pemerintah. 
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